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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan juga analisis data sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam BAB II, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan yakni 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa sertipikat ganda di Kota Denpasar 

bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui non litigasi dengan 

cara mediasi dan melalui litigasi dengan cara melalui proses di peradilan 

perdata. Jika diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi, 

pihak kantor pertanahan yang akan menjadi pihak penengah dan 

fasilitator supaya prosesnya berjalan dengan lancar, pihak kantor 

pertanahan juga akan memberikan berbagai pertimbangan hukum 

dalam penyelesaiannya. Terhadap dua kasus yang terjadi di Kota 

Denpasar keduanya diselesaikan melalui proses peradilan perdata, 

dengan melalui tahapan Penyerahan Gugatan, Penyerahan Jawaban 

Tergugat, Eksepsi, Jawaban atas Pokok Perkara, Rekonvensi atau gugat 

balik, Intervensi, Replik, Duplik, Pembuktian baik dari pihak Penggugat 

maupun Tergugat, Penyerahan Kesimpulan dan Pembacaan Putusan. 

Pada kedua kasus tersebut berlanjut sampai ke tingkat Banding di 
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Pengadilan Tinggi juga Kasasi di Mahkamah Agung.  Terhadap kedua 

kasus tersebut sudah memperoleh Putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap maka pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar 

mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik 

berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pihak yang 

bersengketa.  

2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pertanahan Kota 

Denpasar dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda tersebut antara 

lain yakni mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai 

khususnya mengenai peta pendaftaran tanah karena beberapa waktu 

belakangan pemerintah belum mampu untuk menyediakan fasilitas 

tersebut, juga para pihak yang bersengketa. Karena pada kasus yang 

terjadi upaya mediasi cenderung tidak berhasil menemui kesepakatan 

karena masing-masing pihak merasa mempunyai hak yang sama dan 

teguh pada pendiriannya. Padahal mediasi ditawarkan supaya 

keduabelah pihak sama-sama mendapat keuntungan atau “win-win 

solution” karena jika sampai melalui jalur peradilan akan membutuhkan 

proses yang cukup lama.   

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut,  
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1. Bagi para pihak supaya lebih memperhatikan tanah miliknya karena saat 

ini keberadaan tanah sangatlah penting. Jika ditemui adanya 

permasalahan diharapkan segera untuk melaporkannya ke kantor 

pertanahan setempat dimana tanah tersebut berada supaya bisa langsung 

ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku. 

2. Kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan juga petugas 

lainnya supaya memiliki basis data yang baik mengenai peta 

pendaftaran tanah supaya sengketa semacam ini tidak timbul kembali. 

Kepada petugas lainnya yang meninjau langsung dilapangan supaya 

lebih teliti dalam melakukan pengukuran, tidak hanya berpedoman 

kepada data yang diberikan oleh pemohon hak atas tanah saja tetapi data 

dan informasi pihak lainnya juga penting unuk diperhatikan.  
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Gambar 1.1. Penulis bersama Bapak Binanga Simangunsong,S.H. selaku Kepala Seksi Penanganan 
Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar menjabat sejak 5 

November 2020,  Foto bertempat di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak No. 7, Rabu 3 
Nopember 2021 
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Gambar 1.2. Penulis bersama Ibu Luh Putu Happy Ekasari, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penanganan 
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Foto bertempat di 

Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak No. 7, Rabu 3 Nopember 2021 
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Gambar 1.3. Penulis bersama I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. 
Foto bertempat di Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Renon.  Jumat 12 Nopember 2021 
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Gambar 1.4. Penulis bersama responden atas nama Ibu Sri Andayani, S.H. selaku Tergugat III yakni 
Notaris/PPAT dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod. Foto 
bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Sri Andayani, S.H, Alamat: Ruko Investama BLOK XIV Jalan 

Teuku Umar, Denpasar,  Kamis 25  Nopember 2021 

 

Gambar 1 5. Penulis bersama responden atas nama Bapak I Nyoman Retha Aryana. selaku Tergugat II 
dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod. Foto bertempat di Jalan 

Legian No. 494, Lingkungan Legian Kaja, Jumat 26 Nopember 2021 

 

 

 


